SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR V/ TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 maka
terdapat perubahan pengaturan dalam bidang
pengadaan barang/jasa;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pengadaan barang/jasa maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu diubah kembali;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengabh;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Dana Darurat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5299);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533 ),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 merupakan Peraturan Presiden Republik Indonesia
baru yang mencabut Peraturan Presiden Republik
Indonesia lama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Menetapkan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2014 nomor 11);

24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Bertia Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2017 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita  Daearah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 105 TAHUN
2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

Pasal |
Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor
105 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2017



tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor
23).

1. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Tanda bukti pembelian terdiri atas:
a. bukti pembelian/ nota pembelian;
b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat perjanjian.

(2 Bukti pembelian / nota pembelian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk
pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya
diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang nilainya diatas
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak
Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, digunakan untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untuk jasa  konsultansi yang bernilai diatas
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi

sebagai berikut :



Pasal 76

SPJ dalam rangka pengadaan barang/jasa adalah sebagai

berikut :
a. pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai nominal
sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
berupa:
1.nota pembelian yang ditandatangani oleh PA/Kuasa
PA/PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang SKPD;
atau

2.nota pembelian yang ditandatangani oleh PA/Kuasa
PA/PPK, PPTK, dan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
khusus untuk belanja makan dan minum, belanja
bahan bakar minyak, fotokopi, sewa kendaraan, sewa
gedung/hotel, sewa perlengkapan lainnya,
pemasangan iklan/baliho, dan spanduk.

b. pembelian/pengadaan barang, pekerjaan konstruksi
dan jasa lainnya dengan nilai nominal diatas
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa
Kuitansi  bermaterai cukup yang dilampiri nota
pembelian/pengadaan barang/jasa dan ditandatangani
oleh PA/Kuasa PA/PPK, PPTK, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Penerima Uang (penyedia barang/jasa) maupun oleh
Pengurus Barang/Penyimpan Barang SKPD.

c. pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai nominal
diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
untuk jasa konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa SPK
yang dilampiri :

1. Surat pemberitahuan dari PPTK kepada PA/Kuasa
PA tentang pengadaan barang/jasa melalui Pejabaat
Pembuat Komitmen SKPD;
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Surat perintah PA/Kuasa PA kepada Pejabat
Pembuat Komitmen membuat untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa;

Penetapan Spesifikasi Teknis dari Pejabat Pembuat
Komitmen;

Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pejabat
Pengadaan untuk melakukan survei;

Surat pemberitahuan dari Pejabat Pengadaan kepada
penyedia barang/jasa untuk membuat surat
penawaran;

Berita Acara Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi
dan penyusunan Bertita Acara Hasil Pengadaan
Langsung (BAHPL);

Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi dan
Pembuatan Kualifikasi;

Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing);

Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran;

Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis, dan Harga
Penawaran;

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
Surat Perintah Keija;

Berita Acara penerimaan/pemeriksaan barang/jasa
atau jasa konsultasi oleh Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan;

Kuitansi/A2 bermeteri cukup;

Berita Acara Pembayaran;

Jaminan/Garansi; dan

Laporan kepada PA/Kuasa PA berdasarkan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan/Penerimaan barang/jasa
dari Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, berita acara
penerimaan barang/jasa oleh Pengurus Barang Milik
Daerah untuk selanjutnya dicatat dalam buku

inventaris barang Daerah.



d. untuk pembelian/pengadaan barang, pekeijaan
konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai nominal diatas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
jasa  konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berupa Surat
Perjanjian/ Kontrak dilengkapi Kuitansi/A2 bermaterai
cukup serta ditandatangani oleh PA/Kuasa PA/PPKom,
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu maupun oleh Pengurus barang SKPD, beserta
bukti administrasi lain yaitu :

1. Surat Perintah Melaksanakan Kerja;

2. Surat Keterangan Pengawas Lapangan;

3. Berita acara pemeriksaan pekerjaan;

4. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan (PHO);

5. Jaminan pelaksanaan, jaminan wuang muka dan
jaminan pemeliharaan;

6. Surat permohonan pembayaran;

7. Faktur pajak;

8. Surat setoran pajak/E-Billing;

9. Foto Fisik; dan

10. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa oleh Panitia
Penerima Hasil Pekeijaan sesuai dengan ketentuan
yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal oLO/$

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal A i’
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR V /

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala B‘agian Hukum Qft\

\
|
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1009
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